
SINOPSIS 

 

 

  Konflik pertanahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta terjadi kerena akibat perubahan status tanah seluas1.079.245 Ha dari Tanah 

Milik Adat yang di klaim dimiliki oleh 256 orang warga desa parangtritis namun telah 

dicoret pada Buku C Desa dengan tinta merah dan menjadi Tanah Istimewa. Namun 

pencoretan itu dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan prosedur, karena tidak ada 

keterangan mengenai sebab-sebab yang menjadi dasar adanya pencoretan tersebut. 

Sehingga sampai sekarang belum ada titik temu maupun solusi, juga kebijakan yang 

terbaik dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi. 

 

  Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah 

dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul DIY 

dan juga faktor pendukung dan kendala Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

 

Dimana hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan untuk pengembangan Pariwisata dengan melestarikan Cagar Budaya sebagai 

Fenomena Alam melalui penetapan tiga Zone yaitu Zone Inti Gumuk Pasir, Zone 

Terbatas Gumuk Pasir, Zone Penunjang pada Gumuk Pasir sehingga Pemerintah 

melakukan penataan ruang melalui penggusuran yang ada di sekitar GumukPasir. Adapun 

beberapa faktor yang mendukung pemerintah dalam penyelesaian konflik sengketa lahan 

tersebut adalah selain karena Regulasi yang memadai juga massifnya sosialisasi yang 

dilakukan namun masih mendapat kendala akibat adanya resistensi atau perlawanan dari 

masyarakat. 
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